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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya beberapa regulasi terkait erat dengan dokumen rencana kerja, maka dipandang perlu dilakukan revisi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2017, adapun beberapa regulasi tersebut antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

d. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. 
e. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi No...... Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencaba Kerja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.  

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi untuk periode tahun ke-3 (tiga), yang merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Revisi Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

1.2 Landasan Hukum 
Dasar Hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah - Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

17. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan DPRD;
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

27. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
41. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Sistematika Peyusunan Rencana Kerja SKPD;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
44. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

45. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan;

46. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;

47. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
49. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi; 
50. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
51. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
57. Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
58. Peraturan Bupati  Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019
59. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya revisi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 adalah : 

a. Sebagai penyelarasan penjabaran tahap ketiga dari pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju.
b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.
c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun Anggaran 2018.
Adapun tujuan disusunnya revisi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
b. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan lembaga lainnya.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
1.4 Sistematika

Sistematika revisi Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I.  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.
 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV. PENUTUP 
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kethanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018 yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2017, yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Tahun 2017 terdapat 5 (lima) Program Pendukung dan 2 (dua ) Progran utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan melalui pencapaian target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tahapan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021. Dari 6 (enam) Program tersebut didukung melalui  39   (tiga puluh sembilan ) kegiatan diantaranya :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Pelayanan administrasi kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan perangkat komputer 

b. Pemeliharaan rutin / berkala AC

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan rutin / berkala halaman dan taman 

e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 

f. Pemeliharaan rutin / berkala komputer

g. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja

b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

c. Monitoring dan evaluasi

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

a. Pembangunan Lumbung Pangan 

b. Gerakan Keamanan Desa

c. Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)

d. Analisis PPH ( Pola Pangan HaRapan )

e. Desa Mandiri Pangan 

f.    Pemantauan Harga pangan 

g. Analisis Akses Pangan 

h. Penanganan Daerah Rawan Pangan 

i.    Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

j.   Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

k. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

l.   Dewan Ketahanan Pangan 

m. Monitoring dan Evaluasi Raskin

n. DED/Perencanaan Gudang Distribusi Pangan 

o. Hari Pangan Sedunia (HPS)

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Pemberdayaan Kelembagaan Petani

b. Pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan 

c. Replikasi Farmer Managed Extension Activities (FMA)

d. Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

e. Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui PIK

f.  
Penataan kelembagaan tani

g. Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan 
h. Penglolaan Ketenagaan Penyuluhan 
i.     Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
j.     Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Tepat Guna 
k. BOP Penyuluh Pertanian dan Perikanan (Bantuan provinsi 2017)
l.     Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (Bantuan provinsi 2017)
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2017, terdapat 6 (enam) Program dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.109.123.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.096.682.757,00 atau 98,88%. 
Dengan kegiatan sebagai berikut  :

a.  Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar 1.079.373.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.066.932.757 atau 98,85%.
b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian  dengan anggaran sebesar Rp. 29.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 29.750.000,00 atau 100%
Output kegiatan : tersedianya alat Tulis kantor, peralatan kebersihan, spanduk, dokumentasi, alat habis pakai rumah tangga, jasa telepon, listrik, air, surat kabar, internet kantor, jasa kebersihan dan keamanan kantor, penggandaan dan penjilidan, makan minum rapat dan jamuan tamu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dan pembinaan kepegawaian.
2. Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.  504.390.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 487.858.000,00 atau 96,72%.  Kegiatan sebagai berikut  :
a. Pengadaan Perangkat Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 51.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 51.485.000,00 atau 99,95%
b. Pembangunan Gedung kantor dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 39.670.000,00 atau 99,18%

c. Pemeliharan Rutin / berkala AC dengan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.800.000,00 atau 100%

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 41.080.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 39.765.000,00 atau sebesar 96,80%

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 31.000.000,00 atau 100%

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 296.800.000,00 dan realisasi Rp. 282.038.000,00 atau 95,03%.

g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer, dengan anggaran sebesar Rp. 22.700.000,00 dan realisasi Rp. 22.600.000,00 atau 99,56%

h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair dengan anggaran sebesar Rp. 12.500.000,00 dan realisasi Rp. 12.500.000,00 atau 100%

Output Kegiatan tersedianya perangkat komputer, pemeliharaan Rutin/berkala AC, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala halaman dan taman, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala computer, pemeliharaan rutin/berkala meubeulair, pemeliharaan gedung kantor BP3K, Sekat Ruang Arsip, Tralis Kantor
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan angaran sebesar Rp. 118.820.000,00 dan realisasi Rp. 117.867.000,00 atau 99,20%

Output kegiatan : terpenuhinya pakaian khusus hari hari tertentu untuk karyawan dan karyawati Dinas Ketahanan Pangan  

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 169.238.300,00 dan realisasi Rp. 169.188.200,00 atau 99,97%.   Kegiatan sebagai berikut  :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja, dengan anggaran Rp. 58.697.000,00 dan realisasi Rp. 58.647.900,00 atau 99,91%.

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 35.540.400,00 dan realisasi Rp.35.540.300,00 atau 100%

c. Monitoring dan Evaluasi dengan anggaran Rp. 75.000.000,00 dan realisasi Rp. 75.000.000,00 atau 100%

Output kegiatan :  tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas Ketahan Pangan, Dokumen Perencanaan keuangan, laporan realisasi keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.195.357.700,00 dan realisasi Rp. 2.128 064.700,00 atau 96,93%. Kegiatan sebagai berikut  :

a. Pembangunan Lumbung Pangan dengan anggaran Rp.  100.000.000,00 dan realisasi Rp. 99.055.000,00 atau 99,06%

Output kegiatan : Terlatihnya Kelompok penerima manfaat Lmbung Pangan dan meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lumbung Pangan

b. Gerakan keamanan pangan desa dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 49.100.000,00 atau 98,20%

Ouput kegiatan   : pengujian sample sayuran, buah buahan, produk olahan, peningkatan pemahaman tentang keamanan pangan, sertifkasi prima3 untuk buah-buahan dan sayuran.

c. Analisis Food Security Vulnerabillity Atlas (FSVA) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 95.407.000,00 atau 95,41%

Ouput kegiatan  :  Tersusunnya Laporan hasil Analisis FSVA tingkat desa, Teridentifikasi desa Rentan dan tahan pangan wilayah Kabupaten   Sukabumi

d. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 48.720.000,00 atau 97,44%.

Ouput Kegiatan  : terukurnya angka kecukupan energy (AKE) dan Protein di Kabupaten Sukabumi

e. Desa Mandiri Pangan, dengan anggaran Rp.  50.000.000,00 dan realisasi Rp. 48.170.000,00 atau 96,34%

Output kegiatan : Tersosialisasikan pengembangan Desa Mandiri Pangan, meningkatnya pemahaman kelompok afinitas terhadap program Desa Mandiri Pangan.
f.    Pemantauan Harga Pangan, dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 48.110.000,00 atau 96,22%

Ouput kegiatan :  tersampaikannya informasi harga pangan di Kab. Sukabumi  berdasarkan Pemantauan Harga Rutin Menjelang HBKN, Pemantauan Harga Pangan sebagai Salah Satu Penunjang tercapainya SPM sesuai dengan Pemetaan No. 65 Tahun 2010, Evaluasi Panel Harga
g. Analisis akses Pangan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 70.090.000,00 atau 70,09%

Output kegiatan : Data dan informasi mengenai harga dan pasokan komoditas pangan melalui jasa konsultan analisis akses pangan, meningkatnya distribusi dan akses pangan.
h. Penanganan daerah rawan pangan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 95.520.000,00 atau 95,52%

Ouput kegiatan  :  tersedianya cadangan pangan daerah untuk mengatasi rawan pangan dan tertanganinya daerah rawan pangan 

i.   Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan anggaran Rp 710.000.000,00 dan realisasi Rp. 706.351.000,00 atau 99,49%

Ouput kegiatan  : Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten dan Provinsi, Bimtek Pengelolaan hasil KRPL, Promosi Pangan Segar dan Olahan, Dokumen Pra DED Pembuatan Cimarinjung Hidroponik Park, Terlaksananya Diseminasi Rencana Penataan Kawasan Homestay Geopark, Meningkatnya Indikator Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.

j.   Sistem Kewaspadaan Gizi dan Pangan (SKPG) dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 45.500.000,00 atau 91,00%

Ouput kegiatan :  Hasil analisis SKPG bulanan dan tahunan, meningkatnya indikator penanganan kerawanan pangan

k. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan anggaran Rp. 100.00000,00 dan realisasi Rp. 92.640.000,00 atau 92,64%

Ouput kegiatan  : Terbinanya gapoktan penerimaan manfaat LDPM jumlah peserta

l.   Dewan Ketahanan Pangan, dengan anggaran Rp. 365.357.700,00 dan realisasi Rp. 362.921.700,00 atau 99,33%.

Ouput kegiatan : terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan pangan tingkat Kab. Sukabumi, terlaksananya Hari Pangan se-Dunia Tingkat propinsi di Kab. Bogor, Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Hari Pangan sedunia tingkat Nasional di Propinsi di Kalimantan Barat.

m. Monitoring dan Evaluasi Raskin, dengan anggaran Rp. 280.000.000,00 dan realisasi Rp. 277.450.000,00 atau 99,09%

Output kegiatan  : Fasilitasi Tim Rasta Kecamatan dan Kabupaten, Laporan Penyerapan Distribusi Rastra 
n. DED / Perencanaan Gudang Distribusi Pangan, dengan anggaran Rp. 90.000.000,00 dan realisasi Rp.89.030.000,00 atau 98,92%

Output kegiatan : dokumen perencanaan gudang distribusi pangan 

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan angaran sebesar Rp. 4.077.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.882.531.050,00 atau 70,70%.   Kegiatan sebagai berikut  :

a. Pemberdayaan Kelembagaan Tani dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%.

Ouput kegiatan :  Monev dan pembinaan Gapoktan PUAP Tahun, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, Bimtek Kewirausahaan bagi Pengurus Kelompok Tani/ Gapoktan, Monitoring/ Pengawasan Dana LM PUAP Sesuai Arahan Kementrian Pertanian, meningkatnya kemampuan Pengurus Poktan / Gapoktan Sektor Pertanian
b. Pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 48.564.000,00 atau 97,13%.
Ouput kegiatan  : Lokakarya pengembangan kemitraan usaha agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan, Bazar Tani Tk. Kabupaten, Berkembangnya kemitraan usaha agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan, Meningkatnya promosi dan pemasaran produk unggulan (segar dan olahan) kerjasama dengan ASPARTAN

c. Reflikasi FMA, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi Rp. 183.720.000,00 atau 91,86% 
Dengan output  : Pertemuan Tim Verifikasi FMA, Pertemuan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten, Pembelajaran SL FMA (Farmer Managed Activities), Optimalnya peran penyuluh dalam penyelengaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha tani berorientasi agribisnis berbasis komoditas unggulan pedesaan dan Tumbuhnya kelompok usaha brsama

d. Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi Rp. 495.727.000,00  atau 99,15%.
Output kegiatan  : Kursus tani penggemukan domba, Kursus tani PTT padi sawah, Program tingkat Kecamatan dan Kabupaten, terlaksananya Pekan Nasional (PENAS) di Aceh, Rapat Koordinasi Penyuluhan Pertanian, dan 
meningkatkan indikator jumlah petani yang baru bergabung di kelompok tani
e. Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui PIK, dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan realisasi Rp. 447.072.000,00 atau 99,35%.
Output Kegiatan  : Demonstrasi Farming (DENFARM), Demplot Padi Sawah, Programa Tingkat Desa, Demplot Pengembangan Jahe Merah, Demplot Penangkaran Benih Padi, Kursus Tani Pengembangan Cabe Merah, SLPHT Padi, Kursus Tani Teknologi Paska Panen Salak Pocis, Bimtek Penggemukan Domba dan informasi dan teknologi yang didesiminasikan kepada petani

f.    Penataan Kelembagaan Tani, dengan anggaran Rp.  50.000.000,00 dan realisasi Rp. 49.672.000,00 atau 99,34%.
Ouput kegiatan  :
g.  Pengadaan sarana prasarana penyuluhan, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 98.804.000,00 atau 98,80%.
Ouput kegiatan : RDKK, Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan di Tingkat Lapangan

h. Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh, dengan anggaran sebesar               Rp. 366.000.000,00 dan realisasi Rp. 280.170.000,00 atau 76,55%.
Output kegiatan : Penilaian angka kredit penyuluh pertanian, Penyuluh berprestasi tingkat Kabupaten, Kontrak kerja THL, Laporan kinerja penyuluh, Honor THL, meningkatnya indikator jumlah teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan tepat guna

i. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan realisasi                         Rp. 124.500.000,00 atau 99,64% 
Output kegiatan  :  Seminar dan Diklat Teknis  Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan para penyuluh dengan mengadopsi teknologi, inovasi dan informasi baru yang terus berkembang dan diharapkan menjadi penyuluh yang berkualitas dan profesional dalam membina pelaku utama dan pelaku usaha

j. Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realisasi Rp. 148.732.000,00 atau 99,17%.
Ouput kegiatan  : Informasi dan teknologi yang didesiminasikan kepada petani, teknologi yang diakses oleh penyuluh melalui siaran pedesaan

Tabel. 1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017.
	URAIAN
	ANGGARAN   

 Rp.
	REALISASI     

  Rp.
	PROSENTASE

	Jumlah Total
	18.911.449.840,00 
	16.469.922.949,00 
	87,09

	Belanja Tidak Langsung
	10.737.520.840,00 
	9.579.251.242,00 
	89,20

	Belanja Langsung
	8.173.929.000,00 
	6.890.671.707,00 
	84,30

	· Belanja Pegawai
	2.671.745.000,00
	2.399.145.000,00
	89,80

	· Belanja Barang dan Jasa
	5.320.674.000,00
	4.311.341.707,00
	81,03

	· Belanja Modal
	181.510.000,00
	180.185.000,00
	99,27


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Tingkat Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat diukur dari beberapa indikator yaitu Capaian berdasarkan indikator kinerja SPM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 yaitu:
a. Ketersediaan Energi dan Protein per kapita, sasaran energi pada tahun 2018 adalah energi 2200 Kkal/kapita dan protein adalah 57gram/kapita, sedangkan pada tahun 2017 diperoleh energi 3.429 Kkal/kapita dan protein adalah 187.54 gram/kapita, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2017 adalah : Ketersediaan energi yaitu 243 % Ketersediaan protein yaitu 239 %.  
Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan energi dan protein di daerah kabupaten Sukabumi melebihi standar SPM, dan bisa dinyatakan bahwa ketersediaan pangan kabupaten Sukabumi adalah Surplus pangan.
b. Penguatan Cadangan Pangan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pada 12 Desa di Kabupaten Sukabumi. Penguatan cadangan pangan juga didukung Pengembangan Lumbung Pangan, pada tahun 2015 telah dibangun 1 (satu) unit gudang cadangan pangan, dan hingga pada saat ini lumbung pangan yang dibangun sebanyak 76 unit, dengan sumber dana DAK dan APBN. Pengelola lumbung pangan sebanyak 10 gapoktan mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah kabupaten Sukabumi masing-masing sejumlah Rp. 30.000.000,-.
c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, pada tahun 2017 dilakukan pengambilan data informasi pasokan, harga pasar di kabupaten Sukabumi, pada 3 pasar induk yaitu pasar tipe A.  
d. Stabilitas harga dan pasokan pangan, berdasarkan data informasi pasar maka stabilitas harga di pasar dapat dinyatakan stabil karena hasil perhitungan stabilitas harga menunjukan bahwa stabilitas harga adalah ≤ 25 % sesuai dengan target pada SPM, hal ini berarti capaiannya adalah 100%.
e. Skor PPH yaitu 76,9 hal ini berarti belum memenuhi target SPM tahun 2017 yaitu 80 Skor pph ini berdasarkan analisa data susenas pola konsumsi BPS pada 18 kecamatan.
f. Telah dilakukan pemantauan daerah rawan pangan pada 16 Kecamatan, berdasarkan data analisa SKPG ada 3 (tiga) kecamatan terindikasi rawan pangan.
2.2.1. Capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yaitu:
a. 
Telah diterbitkan beberapa regulasi ketahanan pangan yaitu Perda pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, Perbup tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Perbup Standar Pelanyanan Minimal Kab.Sukabumi.

b. 
Ketersediaan pangan utama Kabupaten Sukabumi dengan rincian GKG/beras sebanyak 532.073.000 kg dan jagung sebanyak 45.653.000 kg.
2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Perkiraan capaian tahun berjalan dan Capaian Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2017 keadaan s.d Bulan Desember untuk Dinas Ketahanan Pangan tersaji pada tabel 2.

Tabel 2.

Realisasi Fisik Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

	NO
	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
	JUMLAH 

Rp
	CAPAIAN

	
	
	SETELAH PERUBAHAN
	REALISASI
	%

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.109.123.000,00
	1.096.682.757,00
	98,88

	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.079.373.000,00
	1.066.932.757,00
	98,85

	
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian
	27.250.000,00
	27.250.00,00
	100,00

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	504.390.000,00
	487.858.000,00
	96,72

	
	Pengadaan Perangkat Komputer
	51.510.000,00
	51.485.000,00
	99,95

	
	Pembangunan Gedung kantor
	40.000.000,00
	39.670.000,00
	99,18

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC
	8.800.000,00
	8.800.000,00
	100,00

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	41.080.000,00
	39.765.000,00
	96,80

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
	31.000.000,00
	31.000.000,00
	100,00

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	296.800.000,00
	282.038.000,00
	95,03

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
	22.700.000,00
	22.600.000,00
	99,56

	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
	12.500.000,00
	12.500.000,00
	100,00

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	118.820.000,00
	117.867.000,00
	99,20

	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	118.820.000,00
	117.867.000,00
	99,20

	4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	169.238.300,00
	169.188.200,00
	99,97

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
	58.697.900,00
	58.647.900,00
	99,91

	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	35.540.400,00
	35.540.300,00
	100,00

	
	Monitoring dan Evaluasi
	75.000.000,00
	75.000.000,00
	100,00

	5
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	2.195.357.700,00
	2.135.594.700,00
	97,28

	
	Pembangunan lumbung pangan
	100.000.000,00
	99.055.000,00
	99,06

	
	Gerakan keamanan pangan desa
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	100,00

	
	Analisis FSVA
	100.000.000,00
	96.557.000,00
	96,56

	
	Analisis PPH Konsumsi
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	100,00

	
	Desa Mandiri Pangan
	50.000.000,00
	48.170.000,00
	96,34

	
	Pemantauan harga pangan
	50.000.000,00
	48.110.000,00
	96,22

	
	Analisis akses pangan
	100.000.000,00
	70.090.000,00
	70,09

	
	Penanganan daerah rawan pangan
	100.000.000,00
	95.520.000,00
	95,52

	
	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
	710.000.000,00
	708.001.000,00
	99,72

	
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	50.000.000,00
	45.500.000,00
	91,00

	
	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
	100.000.000,00
	92.640.000,00
	92,64

	
	Dewan Ketahanan Pangan
	365.357.700,00
	362.921.700,00
	99,33

	
	Monitoring dan Evaluasi Raskin
	280.000.000,00
	280.000.000,00
	100,00

	
	DED/Perencanaan Gudang Distribusi Pangan
	90.000.000,00
	89.030.000,00
	98,92

	6
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	4.077.000.000,00
	2.883.481.050,00
	70,73

	
	Pemberdayaan kelembagaan tani
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	100,00

	
	Pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan
	50.000.000,00
	48.564.050,00
	97,13

	
	Reflikasi FMA
	200.000.000,00
	183.720.000,00
	91,86

	
	Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	500.000.000,00
	495.727.000,00
	99,15

	
	Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui PIK
	450.000.000,00
	447.072.000,00
	99,35

	
	Penataan Kelembagaan tani
	50.000.000,00
	49.672.000,00
	99,34

	
	Pengadaan sarana prasarana penyuluhan
	100.000.000,00
	98.804.000,00
	98,80

	
	Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh
	366.000.000,00
	280.170.000,00
	76,55

	
	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	125.000.000,00
	124.550.000,00
	99,64

	
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
	150.000.000,00
	148.752.000,00
	99,17


2.3 Isu - isu Penting Penyelenggar

2.4 aan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan secara komprehensif meliputi empat sub-sistem yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, serta dapat diakses oleh masyarakat, (3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang dan aman, (4) status gizi masyarakat. Dengan demikian sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi dan penyediaan pangan ditingkat makro, tetapi juga menyangkut aspek mikro yaitu akses pangan ditingkat rumah tangga terutama rumah tangga miskin.  Hal ini juga berkaitan dengan sasaran MDGs yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.  Pembangunan Ketahanan Pangan mendukung Visi, Misi Kepala Daerah yakni, mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis ekonomi lokal, melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industry, pada sasaran keempat yaitu menjamin ketersediaan pangan daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi misi ini antara lain lambatnya penanganan masalah pertanian akibat kurangnya insentif ekonomi. Akan tetapi dengan adanya motivasi yang tinggi dari petani/pelaku produksi serta adanya kebijakan harga dan subsidi pupuk maka pembangunan ketahanan pangan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Berdasarkan kondisi dan capaian ketahanan pangan, maka isu strategis yang harus diperhatikan adalah:
1. Sistem produksi pangan
Sistem produksi pangan nasional sebenarnya menunjukkan kecenderungan peningkatan yang membaik selama dua tahun terakhir ini. Akan tetapi ada beberapa masalah yang sering menyebabkan terbatasnya kapasitas produksi pangan antara lain: berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, kurang terealisasinya harga pupuk bersubsidi, rusaknya prasarana pengairan serta anomali iklim. Sampai saat ini penanganan masalah ketahanan pangan seringkali menghadapi kendala system informasi pangan yang kurang akurat dan cepat. Oleh karenanya di masa datang pengembangan system informasi pangan berbasiskan teknologi informasi untuk tujuan deteksi dini untuk antisipasi mutlak harus dilakukan.

2. Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan diseluruh wilayah
Isu ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan meliputi dimensi: system distribusi pangan yang efisien, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan aksesibilitas atau keterjangkauan pangan diseluruh wilayah. Permasalahan distribusi dan akses pangan antara lain: sarana dan prasarana produksi, sarana dan prasarana pemasaran seperti jalan usahatani, pasar desa, dan fasilitas penampungan produksi. Usaha peningkatan infrastruktur perlu dilakukan melalui pembangunan bersifat padat karya karena mempunyai manfaat ganda yakni disamping meningkatkan perekonomian pedesaan juga berfungsi meningkatkan serapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan akses pangan.
3. Konsumsi Pangan Beragam dan Bergizi Seimbang
Sampai saat ini konsumsi pangan kelompok padi-padian masih didominasi oleh beras dan ternyata konsumsi beras masih cukup tinggi sedangkan konsumsi sumber protein, vitamin dan mineral masih rendah. Oleh karena itu usaha peningkatan kualitas konsumsi pangan masih sangat diperlukan.

4. Keamanan pangan segar dan pangan olahan
Keamanan pangan segar dan pangan olahan merupakan isu yang harus memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna dan pemanis) yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini harus diantisipasi melalui usaha-usaha pembinaan produksi menurut standar SNI, FMP dan HACCP.
2.4. 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD pada dasarnya mengacu dari hasil musrenbangdes yang telah difinalisasi dengan musrenbang tingkat Kabupaten; Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 mengacu pada RKPD, Adapun program kerja pembangunan daerah tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yaitu Peningkatan Ketahananan Pangan dan Peningkatan Kesejahtraan Petani yang merupakan hasil rumusan dan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
2.5. 
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil musrenbang tingkat Kabupaten Sukabumi, bahwa keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan terdapat 3 usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dari masyarakat melalui rumusan musrenbang di tingkat Kabupaten Sukabumi yaitu Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan (PIK).

Tabel. 3

Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan

	No
	Kecamatan
	Desa
	Anggaran

	1.
	Pabuaran
	Cibadak
	Rp.   50.000.000,-

	2.
	Gunung Guruh
	Kebon Manggu
	Rp.   50.000.000,-

	3.
	Gunung Guruh
	Cikujang
	Rp.   50.000.000,-

	Jumlah
	Rp. 150.000.000,-


Perkembangan Kelembagaan Tani

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan secara langsung kepada kelembagaan tani sebagai objek dan subjek pembangunan, dalam bentuk pertemuan kelompok tani maupun kegiatan lainnya. Adapun kegiatan penyuluhan secara individu dilaksanakan dalam bentuk kunjungan anjangsono jika diperlukan bimbingan teknis secara langsung. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari perkembangan kelompok tani, baik dari sisi kuantitas jumlah kelompok tani yang dibina, maupun dari sisi kualitas dalam bentuk kelas kemampuan kelompok tani. 

Kelompok tani secara sektoral di bagi menjadi tiga (tiga) jenis, yaitu kelompok pertanian, kelompok perikanan dan kelompok kehutanan. Adapun pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompoktani di masing sektor memiliki dasar hukum peraturan menteri di ketiga sektor tersebut. Berikut perkembangan kelembagaan tani pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 4
Data Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (Kelembagaan Tani) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 dan Tahun 2016
	No
	Uraian
	2016
	2017

	1
	Gapoktan
	  350
	366

	2
	Gapokan
	     -
	-

	3
	Kelompok Tani
	3140
	3.230

	4
	Kelompok Ikan
	  -
	-

	5
	Kelompok Hutan
	 -
	-

	6
	Kelompok Wanita Tani
	  234
	264

	7
	Pos Penyuluhan Pedesaan
	  152
	176

	8
	P4S
	    19
	19

	9
	P4K
	    26
	-


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah kelembagaan tani pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.  Pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah kelembagaan tani tingkat desa yang merupakan gabungan kelompok tani dalam bentuk Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 350 menjadi 366 Hal yang sama juga terjadi kenaikan jumlah kelompok tani dari 3.140 menjadi 3.230, kelompok wanita tani dari 234 menjadi 264, pos penyuluhan pedesaan dari 152 menjadi 176, P4S tidak mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada jumlah P4K bahkan tidak bertambah sama sekali.

Dengan meningkatnya kuantitas kelompok tani, hal tersebut dapat memudahkan pembinaan kelembagaan tani, baik dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, diseminasi teknologi baru, informasi pasar, jejaring kerjasama petani, dll. 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. 
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan pencapaian kinerja ekonomi diatas pemulihan ekonomi Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada berbagai masalah yang berkembang yang harus segera ditangani. Kunci daripada upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut guna mencapai pemulihan ekonomi adalah terciptanya kepercayaan masyarakat, baik dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.
Dengan demikian maka langkah-langkah pembangunan di bidang ekonomi makro pada tahun 2018 akan di fokuskan pada upaya :

1. Meningkatkan langkah-langkah untuk penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan serta  penyerapan tenaga kerja melalui Kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.


Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud diutamakan lebih diarahkan pada peningkatan aspek daya beli masyarakat miskin,  karena jika tidak segera ditangani akan berimplikasi luas terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan,  yang pada akhirnya akan mengganggu pencapaian target IPM.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi guna mendorong perkembangan sector riil melalui Kebijakan Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah, Kebijakan Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi, Kebijakan Pengembangan sentra-sentra agroindustri, serta Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
Pada sektor pertanian beberapa langkah pokok yang harus dilakukan dalam tahun 2018 meliputi: penyempurnaan sistem perlindungan bagi sektor pertanian secara umum, terutama bagi komoditas yang dinilai penting dan strategis, untuk dapat meningkatkan daya saing; peningkatan produksi dan diversifikasi konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang terdesentralisasi; peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan yang didukung oleh pengembangan sistem dan usaha agribisnis, sekaligus untuk mendukung pembangunan daerah; serta penguatan kelembagaan pertanian, baik petani/kelompok-tani, maupun lembaga pendukung seperti bimbingan dan penyuluhan, penyediaan informasi dan layanan teknologi, dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. 

Langkah-langkah prioritas yang merupakan upaya untuk mencapai misi pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah: meningkatkan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat pesisir lainnya;  memperbesar peran sub sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan perekonomian; meningkatkan konsumsi ikan per kapita sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan kecerdasan bangsa; memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan laut, pesisir dan perairan tawar  meningkatkan pemupukan jiwa (etos kerja) bahari terutama pada masyarakat pesisir serta meningkatkan pemahaman peran laut di masyarakat sebagai pemersatu bangsa.

3. Memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta melalui Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.  

Memperhatikan permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam tahun 2017 yang akan datang, beberapa arah kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan adalah (1) Terwujudnya kepastian hukum dan status kawasan hutan; (2) Terjaganya fungsi hutan dari kegiatan-kegiatan illegal seperti penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan, konversi hutan untuk penggunaan lain, melalui upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum yang tegas; (3) Terpulihkannya kondisi hutan yang saat ini sedang mengalami degradasi melalui upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal; (4) Terwujudnya konservasi sumber daya hutan; (5) Optimalisasi manfaat hasil hutan yang meliputi hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, ekowisata, pengembangan dana alternatif (Clean Development Mechanism/CDM dan Debt-for-Nature Swap/DNS); (6) Optimalisasi manfaat sosial hutan dengan fokus pada pengembangan unit-unit hutan kemasyarakatan termasuk pengembangan hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan; serta (7) Tercapainya penguatan kelembagaan kehutanan yang meliputi sumber daya manusia, organisasi, sarana/prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan perundangan, serta perencanaan, pengawasan dan pengendalian.
Kebijakan prioritas yang akan ditempuh dalam pembangunan bidang sumber daya mineral dan pertambangan adalah: (1) mempertajam dan mengintensifkan inventarisasi potensi sumber daya mineral, (2) mengembangkan sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, serta mendorong upaya pemanfaatannya agar lebih maksimal, (3) peningkatan penegakan hukum dalam upaya mencegah perusakan lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam geologi, (4) meningkatkan kemitraan dengan industri, dan masyarakat untuk menjawab tantangan kebutuhan industri dan masyarakat terhadap hasil tambang, serta (6) meningkatkan transparansi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu menarik investasi pada sektor pertambangan.

Efektivitas dari langkah-langkah pokok dan kebijakan-kebijakan di atas sangat tergantung pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penting lainnya antara lain:  Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan politik; Kedua meningkatkan kepastian hukum yang mendorong tumbuhnya kepastian usaha dan praktek usaha yang sehat ; Ketiga melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance) dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan masyarakat yang makin berkembang.

Telaahan terhadap kebijakan nasional Ketahanan Pangan merupakan prioritas yang kelima dari sebelas prioritas pembangunan Nasional. Sesuai dengan rumusan Hasil Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta 24 Mei 2010 dihasilkan prioritas pembangunan ketahanan pangan pada masa datang, yakni dengan mendasarkan pada 9 isu strategis, yaitu  :
1. Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian sumber daya alam khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energy dan air secara berkelanjutan.
2. Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi).
3. Sistem cadangan pangan dan distribusi pangan.
4. Sistem logistik nasional yang efisien mendasarkan keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien.
5. Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan sebagai tindaklanjut diluncurkannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional.
6. Stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pada tingkat produsen maupun konsumen.
7. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal.
8. Monitoring sistem ketahanan pangan sebagai basis early warning system.
9. Kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis sumberdaya lokal.
3.2. 
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016–2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi  adalah : “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.
Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 4 (emat) Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan ditempuhkan, yaitu : 

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional;
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke-1 (satu) yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan”.
Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi 
3.2.1  Tujuan
Tujuan atas misi ke-1 (satu) adalah “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan”.
3.2.2  Sasaran
Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan serta teratasinya kerawanan pangan
2. Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal

4. Meningkatnya produksi pertanian non pangan

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah dijabarkan dalam indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 dituangkan dalam tabel 5.

Tabel 5

Indikator  Rencana Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

	No.
	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
	Indikator Kinerja Program
	Rencana Tahun 2018
	Catatan Penting
	Pemeriksaan Maju Rencana Tahun 2019

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rp.  (Juta)
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/PAgu Indikatif

Rp. (Juta)

	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan
	
	16 desa
	1,365
	Menurunkan jumlah desa rentan pangan
	16 desa
	1,365

	
	
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan
	
	99,0 %
	1,635
	1. Ketersediaan 9
        bahan pangan
        yang dihitung
       dalam PPH  

       ketersediaan
2. Cadangan pangan yang harus disediakan oleh pemerintah dan di masyarakat sesuai dengan UU 18 tahun 2012 tentang pangan pasal
	100,0%
	1,635

	
	
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
	
	85,0%
	1,550
	1. Permentan No. 65 tahun 2010 tentang SPM bidang pangan dan PPH konsumsi untuk memenuhi konsumsi  masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal

2. Terbebasnya
    komoditi pangan segar seperti buah dan sayuran dari residu kimia
	85%
	1,550

	
	
	Distribusi dan Akses Pangan
	
	5 desa
	1,000
	Ketersediaan informasi harga, distribusi dan pasokan sebagai langkah awal “Early warning detecting system” stabilitas harga bahan pangan strategis oleh pemangku kebijakan sehingga masyarakat dapat memperoleh dengan harga murah dan terjangkau
	5 desa
	1,000

	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Jumlah teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan tepat guna
	
	100 Teknologi
	10.000
	
	100 Teknologi
	12.000

	
	
	Jumlah Petani yang baru bergabung di kelompok tani
	
	10.000 Orang
	500
	Petani yang menjadi anggota Kelompok Tani
	10.000
	750

	
	
	Kelembagaan petani
	
	760 Kelompok
	279
	Pembinaan administrasi kelembagaan tani
	760 Kelompok
	279

	
	
	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
	
	25 Gapoktan
	5.000
	Pembinaan Gapoktan
	25 Gapoktan
	5.000

	
	
	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)
	
	3 unit
	1.000
	Penumbuhan dan Pembinaan P4S
	3 unit
	1.000

	
	
	Jumlah Koperasi Pertanian (KOPTAN)
	
	8 unit
	500
	Pembinaan kelembagaan tani dalam pembentukan koptan
	8 unit
	500

	
	
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
	
	25 Unit
	5.000
	Penumbuhan dan pembinaan 175 LKM, Monitoring 175 Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2008 s.d 2014
	25 Unit
	5.000


3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 terdapat 5 (lima) Program yang terdiri dari 2 (dua) program utama dan 3 (tiga) program penunjang, selanjutnya program tersebut diimplementasikan ke dalam 38 kegiatan yang terdiri dari 28 kegiatan utama dan 10 kegiatan penunjang.
Pada Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan utama diantaranya :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan yaitu: 

1. Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 

2. Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

3. Kegiatan Analisis Konsumsi Pangan

4. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 

5. Kegiatan Analisis Akses Pangan

6. Kegiatan Analisis FSVA 

7. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 

8. Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa

9. Kegiatan Pemantauan Harga Pangan 

10. Kegiatan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)

11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin
12. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarkat (LDPM)
13.  Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan
14. Hari Pangan Sedunia 

b. Program Peningkatan Kesejahtraan Petani dengan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tani 

2. Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penyuluhan

3. Kegiatan Reflikasi FMA

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

5. Kegiatan Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikananan dan Kehutanan

6. Kegiatan Penataan Kelembagaan Tani 

7. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 

8. Kegiatan Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh

9. Kegiatan Penyuluhan Penerapanan Teknologi Tepat Guna 

10. Kegiatan Implementasi Penyuluhan Pertanian, Perikananan dan Kehutanan (PIK)
Sedangkan program dan kegiatan penunjang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Kegiatan Rutin/Berkala AC
3. Kegiatan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
6. Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, 

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
4. Pengelolaan dan pengembangan website
BAB VI

PENUTUP

Revisi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis sebagai landasan operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pada tahun 2018 yang berisi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama tahun 2018, yang merupakan tahap kedua dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016- 2021.

Berdasarkan uraian bab-bab di atas bahwa Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 menguraikan target kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi  dalam menunjang terwudjudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi.  Target kinerja yang dapat dicapai dengan optimal apabila didukung dengan anggaran dan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana) yang memadai, apabila kurang memadai maka capaian kinerja kurang optimal sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditentukan sebagai implementasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen seluruh unsur stakeholder yang terlibat.
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